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Kata Pengantar

Buku pelajaran memegang peranan penting dalam proses
pendidikan terlebih-lebih di jalur pendidikan sekolah. Kedudukan
buku pelajaran semakin terasa pentingnya di daerah-daerah yang
mempunyai sumber dan sarana belajar yang serba terbatas. Oleh
karena dampak penggunaan buku pelajaran mempengaruhi mutu
dan keberhasilan pendidikan, banyak pihak yang merasa berke-
pentingan secara langsung atau tidak, memberikan sumbangan
pikiran untuk membantu pengembangan perbukuan di Indonesia.

Berdirinya Pusat Perbukuan di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987, juga merupakan salah
satu perwujudan kesungguhan pemerintah dalam menangani
buku-buku pendidikan dan kebudayaan. Sesuai dengan ruang
lingkup tugas dan fungsinya, Pusat Perbukuan menangani buku-
buku yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di dalam dan di
luar jalur pendidikan di bawah pembinaan Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan.

Buku ini berisikan pikiran atau pendapat dalam upaya pengem-
bangan buku pelajaran di Indonesia. Pada hakikatnya isi buku ini
merupakan rangkuman makalah dan pidato di berbagai kesem-
patan. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan
informasi dan dokumentasi dalam upaya pengembangan per-
bukuan di Indonesia pada umumnya.

Jakarta, 1 Februari 1990

Taya Paembonan
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1
Kebijaksanaan Teknis Perbukuan

Dalam Ketetapan MPR Nomor II tahun 1988 tentang GBHN
digariskan pada butir pendidikan "2e” sebagai berikut: "Titik berat
pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu
setiap jenis dan jenjang pendidikan ..." dan pada butir "2q" dite-
gaskan: "Penulisan dan penerjemahan serta pengadaan buku
pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan terbitan pendidikan lainnya
perlu terus ditingkatkan jumlah dan mutunya dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat sehingga lebih menunjang kemajuan
dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan”. Dalam Keppres No. 44
tahun 1974 dan No. 45 tahun 1975 disebutkan bahwa Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) adalah penanggung
jawab serta pemegang wewenang utama di bidang pengembangan
perbukuan nasional.

Untuk mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang pengem-
bangan perbukuan di lingkungan Depdikbud berdasarkan Keppres
Nomor 4 tahun 1987 Mendikbud dengan Keputusannya Nomor
0274/0/1987 tanggal 8 Mei 1987 membentuk Pusat Perbukuan
Depdikbud dengan tugas: melaksanakan dan membina penulisan,
penerjemaban, penilaian, seleksi, pengadaan, dan memproduksi,
serta distribusi buku berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
Mendikbud.

Untuk menjabarkan kebijakan Mendikbud lebih lanjut di bi-
dang perbukuan telah diterbitkan pula tiga Keputusan Mendikbud
masing-masing tentang Rincian Tugas Pusat Perbukuan, Rincian

Sambutan pada "Penataran Pembina Pengelola Gudang Buku dan Per-
lengkapan Depdikbud”, tanggal 27 Maret 1988 di Jakarta



Koordinasi Kegiatan Perbukuan di lingkungan Depdikbud, dan
tentang Pedoman Pergudangan Buku di lingkungan Depdikbud.

Berdasarkan ketiga Keputusan Mendikbud di atas maka seluruh
masalah perbukuan di lingkup Depdikbud kini telah menjadi
tanggung jawab satu tangan yaitu Pusat Perbukuan Depdikbud.
Sudah barang tentu hal ini tidak ringan, terlebih-lebih mengingat
Pusat Perbukuan masih merupakan lembaga baru yang mempu-
nyai keterbatasan-keterbatasan khususnya di bldang tenaga yang
memadai.

Sedemikian pentingnya peranan buku dalam proses pendidikan
sehingga buku dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak ter-
pisahkan. Keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
antara lain bergantung pada keberhasilan pengadaan buku dalam
jumlah yang cukup dan isi serta penyajiannya dapat memenuhi
tuntutan kurikulum yang berlaku. Sesuai dengan asas bahwa
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua,
masyarakat dan pemerintah, maka asas tersebut akan tercermin
pula pada kebijakan pengadaan buku di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dalam suatu keseimbangan dan kerja
sama yang sebaik-baiknya.

Pengadaan buku pelajaran pokok (teks utama) tertentu, secara
terpadu ditangani Departemen Pendidikan dan Kebudayaan un-
tuk menjamin tersedianya buku untuk murid dengan cuma-cuma
dalam rangka pencapaian bagian kurikulum. Dengan demikian,
mulai dari pengembangan naskah, produksi dan distribusinya
menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan.

Mengingat bahwa buku pelajaran pokok (teks utama) pada
dasarnya menitik beratkan pada materi-materi yang berkaitan
dengan konsep-konsep dasar yang perlu dikuasai murid sesuai
dengan tingkat dan jenjang pendidikannya, maka perlu adanya
buku teks pelengkap. Buku pelengkap berfungsi untuk mem-
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perkaya pengetahuan murid maupun guru. Dalam hubungan
dengan ini, penerbit swasta diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pengadaan buku
teks pelengkap termasuk di dalamnya buku bacaan.

Sementara itu Balai Pustaka dalam kedudukannya sebagai
Perum yang secara fungsional berada di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan serta berusaha dalam bidang pener-
bitan dan percetakan khususnya, akan berperan serta secara ak-
tif dalam pengadaan buku-buku Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Perlu pula diingat bahwa penerbit swasta merupakan
mitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengada-
an buku ini. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan akan tetap menjalin kerja sama sebaik-baiknya dengan
penerbit swasta dalam suatu mekanisme yang mencerminkan
tanggung jawab bersama di bidang pendidikan dan kebudayaan
antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Buku yang disediakan untuk sekolah mempunyai ciri yang
khas dilihat dari segi isi, perwajahan, bahasa dan fisik buku. Setiap
buku yang dipakai di sekolah hendaknya membantu pengajaran
pengetahuan dan ketrampilan anak dengan beracu kepada tujuan
kurikulum yang berlaku. Untuk mendapatkan buku yang sesuai
untuk sekolah berdasarkan jenis dan jenjang pendidikannya, maka
penilaian terhadap buku-buku terbitan penerbit swasta yang
penggunaannya untuk sekolah, akan tetap dilaksanakan. Sedang-
kan buku-buku teks utama dan buku teks pelengkap lainnya da-
lam kurun waktu tertentu harus dikaji dan disempurnakan dalam
rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perkembangan didaktik dan metodologi belajar
dan mengajar.

Dengan memperhatikan buku-buku perpustakaan yang selama
ini telah diadakan melalui pembelian, di masa akan datang peng-
adaan buku perpustakaan melalui pembelian ini akan terus
ditingkatkan berdasarkan analisis kebutuhan buku untuk masing-
masing jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pembelian ini prioritas
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pada buku-buku teks pelengkap terutama buku-buku rujukan
seperti kamus, ensiklopedia, dan atlas akan dijadikan prioritas.

Keterbatasan buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diterbitkan dalam negeri akan diatasi dengan menggalakkan
usaha penerjemahan buku-buku terbitan luar negeri. Kebijakan ini
ditempuh mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi berkem-
bang pesat khususnya di negara-negara yang sudah maju. Usaha
penerjemahan ini dilakukan secara selektif dengan mengutama-
kan buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang
sesuai dengan kebudayaan Indonesia serta diperlukan dalam pem-
bangunan nasional.

Keanekaragaman latar belakang budaya dan geografi Indone-
sia menghendaki kurikulum pendidikan memperhatikan kekhu-
susan kebutuhan daerah di samping kebutuhan nasional. Dengan
demikian untuk melengkapi kurikulum muatan lokal, pengadaan
bukunya secara bertahap akan diserahkan kepada masing-masing
daerah, baik mengenai buku pelajaran maupun buku pelengkap
termasuk buku bacaan, selaras dengan potensi daerah dalam
pengadaan dan penerbitan buku-buku itu.

Dengan terbentuknya Pusat Perbukuan Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan, maka pelaksanaan kebijakan perbukuan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan ditangani Pusat
Perbukuan secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perbukuan akan beker-
ja sama dengan semua unit kerja di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat dan daerah termasuk
penerbit fungsional Depdikbud dalam suatu mekanisme yang di-
atur bersama.

Untuk mencegah tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan,
perlu diatur pembagian tugas yang jelas. Sesuai dengan fungsi dan
tugas unit-unit kerja tertentu, pengembangan naskah untuk buku-
buku tertentu masih akan dilakukan unit kerja yang bersangkutan,
kemudian diserahkan penerbitnya ke Pusat Perbukuan untuk
dipertimbangkan penerbitannya.
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Beracu pada Undang-Undang Hak Cipta, penerjemahan buku
asing harus menempuh prosedur tertentu untuk mendapatkan izin
penerjemahannya. Dalam hal penerjemahan yang dilakukan De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian diterbit-
kan dan disebarluaskan, Pusat Perbukuan akan menangani ma-
salah perizinan dan penerbitannya berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku dalam dunia penerbitan. Di samping itu
Pusat Perbukuan secara aktif pula ikut berperan serta untuk
terlaksananya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dengan
bekerja sama dengan instansi serta organisasi yang relevan.

Untuk memantapkan keseimbangan pengadaan buku untuk
masing-masing bidang studi dan mata pelajaran, Pusat Perbukuan
bekerja sama dengan unit kerja yang relevan, akan mengadakan
analisis kebutuhan buku teks utama, teks pelengkap dan bacaan
untuk semua jenis dan jenjang pendidikan serta sekaligus pula
berupaya mengadakannya dengan tidak mengabaikan peran serta
orang tua dan masyarakat. Analisis kebutuhan buku ini juga akan
dilakukan terhadap buku-buku perpustakaan wilayah serta lemba-
ga-lembaga pendidikan nonformal yang berada dalam pembinaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan meningkatkan
peran serta masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan berpegang
teguh kepada prinsip belajar seumur hidup melalui masyarakat
gemar membaca.

Upaya meningkatkan mutu perbukuan secara nasional akan
diwujudkan dalam kegiatan pembinaan terhadap komponen per-
bukuan seperti penerbit, penulis/pengarang, ilustrator, editor,
penerjemah, percetakan, distributor dan toko buku. Pembinaan
ini akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi-organisasi
profesi yang terkait.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendistribusian
buku-buku sehingga masyarakat pembacanya dapat memanfaat-
kan buku-buku itu tepat pada waktunya, Pusat Perbukuan bekerja
sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan akan mengatur sistem pendistribusian buku-buku itu.



Pola dan Sistem Distribusi Buku

1.

Sejak tahun 1981/1982 oleh Proyek Buku Terpadu telah dikem-
bangkan suatu pola dan sistem distribusi yang didasarkan atas
pendekatan geografis yang beracu pada kemudahan transpor-
tasi. Dampak positif dari pendekatan ini adalah buku akan tiba
di lokasi dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan biaya
distribusi yang lebih rendah, misalnya di Propinsi Riau, buku
yang dikirim dari Jakarta langsung ke Tanjung Pinang dan
Tembilahan akan lebih mudah dan cepat tiba daripada dikirim
melalui Pekanbaru. Demikian pula di Irian Jaya, buku yang
dikirim langsung dari Ujungpandang langsung ke Sorong akan
lebih cepat tiba dengan biaya yang lebih murah daripada
dikirim langsung ke Jayapura baru dikirim ke Sorong. Dampak
negatif dari pendekatan ini adalah Kasubag Perbukuan di
Pekanbaru sering kurang mengetahui buku-buku di Tanjung
Pinang dan Tembilahan yang dikirim langsung dari jakarta.
Demikian pula Kasubag Perbukuan di Jayapura sukar mengen-
dalikan buku-buku di Sorong, Fak-fak, dan Manokwari, sebab
dikirim langsung ke lokasi tersebut tanpa memberi informasi ke
Jayapura.

Dengan terbentuknya Pusat Perbukuan sebagai suatu lembaga
struktural Depdikbud dalam melaksanakan pendistribusian
buku akan digunakan pendekatan struktural, dan, fungsional
namun tetap memperhatikan pendekatan geografis dalam
penyaluran fisik bukunya. Dampak positif dari pendekatan ini
adalah data pendistribusian buku dapat diawasi secara fungsional
sesuai hierarki.

Berdasarkan hasil Studi Pra-Investasi Distribusi Buku dite-
tapkan lokasi pembangunan gudang buku di tiap ibukota
propinsi dan tiap ibukota kabupaten/kotamadya. Penetapan
lokasi ini selain didasarkan atas efisiensi transportasi juga atas
dasar biaya yang tersedia. Sebagai akibatnya ada dua atau tiga
kabupaten/kotamadya dilayani oleh satu buah gudang buku.
Misalnya, gudang buku di Sibolga yang dikelola oleh aparat
Kandep Dikbud Kabupaten Tapanuli Tengah, melayani Kodya
Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini sering me-



nimbulkan masalah antara kedua Kandep Dikbud itu. Begitu
pula pada gudang di semua ibukota propinsi yang dilayani oleh
aparat Kanwil Depdikbud. Hal ini sering menimbulkan masa-
lah dengan aparat kotamadya setempat.

3. Atas dasar pendekatan geografis seperti yang disebutkan pada
butir 1 di atas ada beberapa kabupaten/kotamadya, bahkan
Kanwil Depdikbud dilayani oleh Kanwil Depdikbud di propinsi
lain, misalnya buku-buku untuk Kanwil Depdikbud Propinsi
Kalimantan Tengah dilayani oleh gudang buku Kalimantan
Selatan di Banjarmasin, kecuali Kabupaten Kotawaringin Timur
dan Kotawaringin Barat. Demikian pula Kabupaten Aceh
Tenggara (Kutacane) dan Kabupaten Aceh Timur (Langsa)
dilayani oleh Gudang Buku Sumatera Utara di Medan. Peme-
rintah telah mendirikan 287 gudang buku yang tersebar di tiap
ibukota propinsi/ kotamadya/kabupaten, malah ada yang terle-
tak di ibukota kecamatan.

Dalam Keputusan Mendikbud tentang Pedoman Pergudangan
Buku tercantum hal-hal tentang penanggung jawab gudang, ben-
daharawan barang khusus buku, petugas gudang serta uraian tugas
dan tanggung jawab masing-masing. Di samping hal-hal pokok
yang digariskan dalam Keputusan Menteri tersebut perlu pula
diperhatikan sistem pengelolaan gudang/depot buku itu, baik fisik
gudang, fisik buku, dan barang perlengkapan gudang buku, serta
administrasi perbukuan yang terdapat pada tiap gudang/depot
buku. Tugas dan tanggung jawab Pusat Perbukuan di dalam
pembinaan gudang buku akan meliputi pembinaan administrasi
penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan teknis operasional
lainnya.



2
Desain Buku

Bagi murid-murid SD, SMTP dan SMTA buku merupakan salah
satu sarana belajar yang utama, dan juga bagi Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan pendidikan
sesuai dengan pasal Undang-Undang 1945, membangun manusia
seutuhnya.

Suatu hal yang sudah umum adalah buku-buku, sebelum di-
terbitkan naskahnya diolah lebih dahulu dari segi editorial. Tahap
akhir dari pengolahan ini berupa penyuntingan yaitu pengolahan
segi bahasa agar hemat dalam pemakaian kata, mudah dipahami
pembaca, bahasanya baik, dan sebagainya. Segi bahasa berusaha
mencapai kemudahan baca agar isi buku mudah dipahami pem-
baca. Dari sisi lain, yaitu desain buku, perancang (book designer)
berusaha dengan bahasanya sendiri yaitu bahasa visual berupa
pehgolahan tipografi, antara lain penggunaan model huruf, variasi
baik penggunaan huruf kapital ataupun huruf kecil, ukuran, tata
letak, warna, ilustrasi dan sebagainya.

Kedua segi ini (penyuntingan dan desain) sudah sepantasnya
bekerja sama dalam mencapai tujuan melalui keahliannya masing-
masing untuk membantu pembaca, dalam hal ini murid-murid
sekolah. Kegiatan Proyek Buku Terpadu yangtelah lalu dalam hal
perancang buku secara fisik, yang pada hakekatnya adalah desain
buku dirasakan belum memenuhi harapan. Hal ini dapat dilihat
dengan adanya berbagai kritikan baik langsung maupun tak langsung.

Sambutan pada "Temu Karya Desain Buku Proyek Buku Terpadu”, tanggal
8 Januari 1988 di Jakarta

11



Beberapa faktor yang perlu disepakati dalam penyusunan
desain buku seperti:

1. bagaimana mendesain secara tipografi untuk bagian ini di-
sesuaikan dengan jenis buku, sejauh mana teknologi cetak
terutama penggunaan bahan kertas dan teknik cetak;

2. tipografi, ilustrasi, pengaruh teknik grafika, hubungan dengan
psikologi pendidikan, minat pengunjung perpustakaan, dan
editorial.

Sebagai contoh, untuk tipografi perlu dipilih huruf yang cocok
untuk murid kelas tertentu, juga ukuran, variasi, panjang baris, spasi
baris, pola tata letak, dan pengaturan ruang-ruang kosong, serta
penempatannya pada kulit. Sementara itu untuk ilustrasi perlu pula
dipikirkan dan dibuat ilustrasi yang cocok untuk kelas-kelas ter-
tentu, apakah perlu foto, coretan tangan atau reproduksi dari buku,
bagaimana pewarnaannya dan sebagainya.

Faktor grafika seharusnya menunjang desain yang telah dibuat
secara baik. Akan tetapi dalam kenyataan faktor grafika ini dapat
pula mengganggu desain apabila bahan cetak yang dipakai ku-
rang tepat serta teknik yang kurang sesuai dalam mencetak dan
sebagainya. Psikologi pendidikan mempunyai peran dalam me-
nyumbangkan informasi-informasi penting dalam kaitannya de-
ngan kejiwaan anak menghadapi atau bergaul dengan buku. Hal
ini mencakup soal huruf, gambar, format, tata letak, pewarnaan
dan sebagainya. Minat pengunjung perpustakaan pun perlu diper-
hitungkan dalam perancangan wajah kulit pertama kali, tetapi
tidak kalah penting juga wajah isi. Dalam aspek ini pun persoalan
warna, format, jenis ilustrasi, huruf sudah tentu memegang pe-
ranan penting.

Melalui faktor editorial desain buku dipandang sebagai mata
rantai berikutnya setelah naskah dalam keadaan “siap cetak” atau
clean copy. Kerja sama yang erat perlu dilakukan di antara kedua
bidang ini sebagai kegiatan awal sebelum buku dibuat berwujud
sebenarnya sebagai buku. Bagaimana prosedurnya yang benar
dalam kerja sama itu benar-benar diperlukan pemahaman bersama.
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Penulisan Naskah untuk Buku Petunjuk
Guru

Semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia meng-
akibatkan semakin banyak masalah yang dihadapi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang perbukuan untuk
semua jenis jenjang pendidikan. Oleh karena buku pelajaran
merupakan sarana pokok dalam proses pendidikan, maka Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan menganggap masalah per-
bukuan ini perlu ditangani secara terpadu melalui suatu lembaga
yang sejak bulan Juli 1987 yang lalu mulai berfungsi dan diberi
nama Pusat Perbukuan. Proyek Buku Terpadu, yang merupakan
embrio dari Pusat Perbukuan, sekarang secara fungsional berada
dalam lingkungan Pusat Perbukuan dan sekaligus merupakan
Proyek yang melaksanakan sebagian dari tugas pokok Pusat Per-
bukuan.

Dengan berdirinya Pusat Perbukuan yang meliputi Bagian Ta-
ta Usaha, Bidang Pengembangan Naskah Matematika, Sain dan
Teknologi, Bidang Pengembangan Naskah Sosial Budaya, Bidang
Produksi, dan Bidang Distribusi diharapkan masalah-masalah per-
bukuan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dapat didekati dan ditangani secara lebih profesional. Akan tetapi
mengingat usia Pusat Perbukuan masih begitu muda, maka sudah
barang tentu diperlukan persiapan dan waktu untuk mencapai
tujuan itu.

Sambutan pada "Rapat Kerja Perevisian Naskah Buku Proyek Buku
Terpadu”, tanggal 11 Januari 1988 di Cipayung
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Pengalaman Proyek Buku Terpadu bahwa penulisan naskah
sampai penerbitan dan penyebarluasannya memerlukan waktu
antara empat sampai lima tahun, tidak jauh berbeda dengan salah
satu laporan UNESCO yang menyebutkan antara lain bahwa
pengadaan buku teks yang baik memerlukan waktu bahkan lima
sampai enam tahun. Sungguhpun di lain pihak banyak buku
pelajaran yang ditulis dan diterbitkan dalam waktu kurang dari satu
tahun. Namun pengalaman Proyek Buku Terpadu dan laporan
UNESCO tersebut dapat memberikan gambaran lamanya waktu
yang diperlukan untuk menghasilkan buku teks utama yang dijadi-
kan pegangan dalam proses belajar mengajar serta mengalami
beberapa tahapan yang masing-masingnya memerlukan waktu
yang cukup lama. Sebagai contoh, penentuan penulis, penyu-
sunan kerangka dan penulisan naskah memerlukan satu tahun. Uji
coba dan penelaahan memerlukan waktu satu tahun pula. Pengo-
lahan hasil uji coba serta perbaikan naskah memerlukan waktu satu
tahun lebih. Pencetakan naskah dan pengiriman buku ke sekolah
memerlukan satu tahun pula. Akan tetapi, apabila dikehendaki
buku yang bermutu dari berbagai segi, kelihatannya sistem yang
ditempuh selama ini belum dapat diubah secara drastis untuk
menghemat waktu.

Pengalaman dalam pengadaan buku teks utama menunjuk-
kan, walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin meng-
hindari kelemahan-kelemahan dalam isi, grafika dan fisik buku,
tidak jarang terjadi masih terdapat kelemahan yang kadang-kadang
cukup mendasar ketika buku itu dipakai di sekolah. Oleh karena
itu, dalam kegiatan penyempurnaan naskah diharapkan ketelitian
dan ketekunan semua pihak yang berperan serta, khususnya
penulis.

Pada umumnya para penulis buku benar-benar mempunyai
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang
ditulisnya. Para penulis juga sudah berusaha sedapat mungkin me-
nulis naskahnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
ada. Akan tetapi, murid dan guru kadang-kadang memerlukan
penambahan ilustrasi dan lain sebagainya. Umpan balik dan
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masukan yang demikian hendaknya tidak mengecilkan hati pe-
nulis. Apalagi mengingat variasi kondisi guru dan murid di In-
donesia serta fasilitas yang ada di masing-masing sekolah.

Dari pengamatan sementara diperoleh kesan, khususnya untuk
naskah Petunjuk Guru untuk bidang studi ketrampilan dan
kesenian untuk SD, SMP, dan SMA, isi naskah dianggap terlalu
umum dan teoretis. Guru menghendaki pedoman atau petunjuk
yang lebih khusus yang langsung dapat dipergunakannya dalam
mengajar. Keadaan yang demikian terjadi, mungkin karena pada
waktu penyusunan naskah itu, GBPP untuk program studi ketram-
pilan dan kesenian belum disusun sehingga penulis sendiri meng-
hadapi kesulitan dalam memberikan petunjuk yang operasional
dan terarah. Oleh karena itu, tambahan informasi yang bersumber
dari kurikulum yang sudah diberlakukan, diperlukan dalam pe-
nyempurnaan naskah tersebut.

Penulis buku Petunjuk Guru program studi Kesenian kelihatan-
nya menyadari bahwa masih banyak guru yang mengajarkan
kesenian dengan latar belakang pendidikan yang bukan kesenian.
Kekurangan guru kesenian kadangkala mendorong sekolah me-
nugaskan guru program studi lain yang juga barangkali bukan
seniman. Sungguhpun diberikan arahan kepada guru yang
mengajarkannya.

Bahasa sebagai alat komunikasi sangat mempengaruhi mutu
buku secara keseluruhan. Kelihatannya kemampuan berbahasa
Indonesia belum sama untuk semua guru dan murid. Di beberapa
daerah terpencil tertentu, murid belum dapat mengimbangi ke-
mampuan berbahasa Indonesia di daerah kota. Oleh karena itu,
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta komu-
nikatif perlu diperhatikan dalam penyempurnaan naskah-naskah
tersebut. :

Di bidang Pengembangan Naskah, Pusat Perbukuan memiliki

tenaga-tenaga penyunting atau editor yang tugasnya menyunting,
mengadakan pendekatan kepada penulis dalam penyempurnaan
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naskah, bekerja sama dengan ilustrator dan desainer. Editor inilah
yang "mengasuh” sebuah naskah sampai siap terbit. Sungguhpun
peranan editor ini akan semakin ditingkatkan, tetapi tanggung
jawab isi naskah tetap berada pada penulis. Untuk kelancaran
penerbitan naskah terscbut, penulis dan editor diharapkan dapat
bekerja sama dengan baik.

Kalau tadi disinggung bahwa isi buku teks utama hendaknya
sesuai dengan kurikulum dan GBPP, sedangkan di lain pihak ter-
jadi kesenjangan waktu berlakunya kurikulum dan tersedianya
buku teks utama serta dalam kurun waktu tertentu terjadi pula
penyempurnaan kurikulum, maka barangkali sudah pada waktu-
nya dipikirkan bagaimana penyusunan dan penyajian isi buku
sehingga tetap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan
kurikulum itu. Hal ini memang tidak begitu mudah untuk men-
carikan jalan keluarnya. Namun, sudah tiba saatnya masalah ini
menjadi bahan pemikiran untuk dicarikan alternatif pemecahan-
nya.
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4
Pengadaan Buku Pelajaran

A. Pendahuluan

Peran buku pelajaran sebagai sarana untuk mencerdaskan
bangsa tidak ada yang meragukan lagi. Masalahnya sekarang ia-
lah, bagaimana kita mampu mengadakan buku yang bermutu dan
menyampaikannya untuk dapat digunakan oleh guru dan murid.

Melihat keadaan geografis negeri kita dan latar belakang bu-
daya yang berbeda-beda serta belum meratanya sarana informasi
dan komunikasi, pekerjaan pengelolaan buku pelajaran jadi tidak
mudah. Untuk itu perlu diciptakan satu sistem yang menterpadu-
kan kerja Pusat Perbukuan dan Kanwil Depdikbud agar pengada-
an pendistribusian dan pendayagunaan buku pelajaran mencapai
tingkat optimal.

B. Perubahan Kurikulum

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, masalah
kurikulum telah diatur pada Bab IX pasal 37, 38, dan 39. Pasal 38
ayat 1 berbunyi :

"Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan
didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan
kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan
lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan”.

Sambutan pada "Pelatihan Kasubag Perbukuan”, tanggal 29 Mei 1989 di
Tugu
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Untuk itulah evaluasi atas kurikulum dan penyempurnaannya
perlu dilakukan pada kurun waktu tertentu. Penyempurnaan ku-
rikulum ini kadangkala menuntut penyempurnaan materi buku
pelajaran. Kurangnya koordinasi antara penyusun kurikulum dan
penyusun buku teks utama menyebabkan isi buku teks kurang
sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini juga menyebabkan
guru tidak dapat menggunakan buku tersebut secara efektif.

Selain dari pada itu, bunyi pasal 38 Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional memungkinkan dikembangkannya kurikulum
muatan lokal agar budaya dan kekhususan daerah setempat dapat
tercakup dalam satu sistem kurikulum di Indonesia. Tentunya ha-
rus mulai dipikirkan pengadaan sarana penunjang kurikulum
muatan lokal tersebut yang hanya mungkin ditulis di daerah
masing-masing.

Kasubag Perbukuan dituntut kerja samanya dengan semua
Kasi Kurikulum di Wilayah untuk dapat melihat kebutuhan sara-
na buku-buku tersebut.

C. Pengembangan Naskah

Pengalaman menunjukkan penulisan buku pelajaran baru dapat
dimulai kurang lebih satu tahun setelah kurikulum dinyatakan ber-
laku. Proses penulisan buku tersebut juga memakan waktu lebih
dari dua tahun, termasuk menulis, mengedit, uji coba,penyempurnaan
dan pengukuhan.

Menulis buku paket berbeda dengan menulis novel yang lebih
banyak hanya menuntut ide si penulis. Banyak rambu-rambu harus
diperhatikan termasuk kurikulum di dalamnya. Di Indonesia masih
terbatas penulis buku teks yang profesional. Ini berbeda di negara
yang lebih maju dari Indonesia, dimana banyak penulis
mengkhususkan diri menjadi penulis buku pelajaran tertentu se-
bagai profesinya. Untuk itu, selain usaha-usaha memperpendek
waktu proses penulisan, pembinaan kepada penulis perlu kita
kembangkan. Salah satu usaha yang telah dan sedang terus dikem-
bangkan adalah sayembara penulisan untuk para guru. Peran
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Kasubag Perbukuan untuk terus mengikuti dan mendata penulis-
penulis di daerah, termasuk juara-juara sayembara penulisan baik
tingkat wilayah maupun tingkat nasional akan sangat bermanfaat.

Pada saatnya sesuai jiwa UUSPN Bab VIII dan IX, penulisan
buku dapat dilakukan di daerah-daerah. Pemerintah dalam hal ini
Pusat Perbukuan menyusun dan menetapkan pedoman buku
pelajaran tersebut.

D. Produksi

Selain pengembangan mutu isi buku, Pusat Perbukuan selalu
berusaha meningkatkan mutu cetak dan desain buku pelajaran
melalui seminar, penataran, dan pemeliharaan bahan cetak, serta
usaha-usaha lain.

Karena buku pelajaran tidak hanya diterbitkan pemerintah
saja, pihak swasta pun diharapkan peran sertanya (UUSPN pasal
34 ayat 2), maka pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan dan
aparat lain yang mengelola perbukuan, termasuk Kasubag Per-
bukuan berkewajiban membina dan memotivasi penerbit swasta
untuk meningkatkan kualitas cetak buku pelajaran.

E. Distribusi

Pekerjaan distribusi buku adalah pekerjaan yang memerlukan
kecermatan dan kesungguhan. Satu buah buku hilang berarti
seorang murid kehilangan kesempatan membaca buku tersebut,
yang mungkin akan turut melenyapkan masa depannya.

Pola dan sistem pendistribusian buku yang selama ini telah
berlaku, bertujuan untuk menyalurkan buku secara efisien dan
efektif dilihat dari waktu yang diperlukan, biaya, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan pengawasan nampaknya telah tiba

waktunya melibatkan Kasubag Perbukuan lebih aktif lagi dalam
bidang pendistribusian buku.
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Alokasi buku yang selama ini dibuat oleh Proyek Buku Ter-
padu dan Pusat Perbukuan, akan dilimpahkan kepada Kanwil
masing-masing. Pusat Perbukuan hanya mengalokasikan buku
sampai Kanwil. Untuk melengkapi keperluan tersebut Kasubag
Perbukuan perlu melengkapi data kebutuhan buku (data sekolah,
guru, dan murid) di wilayah masing-masing.

Nampaknya dana pemerintah untuk mencetak buku semakin
menipis. Dengan demikian Kasubag Perbukuan diharapkan aktif
menginformasikan kepada sekolah untuk menggunakan buku
overprint dari Perum Balai Pustaka. Dari hasil pemantauan yang
dilakukan Proyek Buku Terpadu menunjukkan, masih banyak
sekolah yang tidak tahu adanya overprint buku tersebut. Bahkan
kini sedang dirintis akan dimungkinkannya gudang-gudang buku
di daerah untuk membantu penyaluran buku-buku terbitan Balai
Pustaka dan penerbit lain, khususnya buku teks hasil overprint
Perum Balai Pustaka. Gudang-gudang buku yang tersebar di
seluruh Indonesia sebanyak 287 gudang buku adalah merupakan
asset pemerintah yang harus didayagunakan seoptimal mungkin.
Untuk itu, Kasubag Perbukuan dituntut untuk terus membina
manajemen/pengelolaan gudang buku.

Para calon Bendaharawan Barang Khusus Buku, yang telah
ditatar di Jakarta bulan Februari yang lalu hendaknya diarahkan
untuk memberikan pengetahuannya dan keahliannya kepada para
pengelola gudang buku di wilayahnya. Mutasi yang terlalu sering
pada pengelola gudang hendaknya dihindari, agar tugas mereka
semakin mantap. .

F. Peran Penerbit dan Toko Buku

Pengadaan buku pelajaran merupakan tanggung jawab ber-
sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk orang tua.
Peranan dan tanggung jawab penerbit swasta sebagai mitra dalam
menyediakan buku serta peranan dan tanggung jawab toko buku
sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan buku ke konsumen
perlu terus ditingkatkan. Kanwil Depdikbud setempat melalui
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Kasubag Perbukuan dituntut turut membina dan memotivasi baik
penerbit maupun toko buku setempat. Harus disadari bahwa kita
berkepentingan langsung atas majunya penerbit dan toko buku.
Suburnya penerbit dan majunya toko buku merupakan tolok ukur
cinta membaca, yang berarti pula merupakan ukuran kemajuan
suatu bangsa.

Salah satu cara untuk turut memotivasi penerbit swasta ada-
lah membantu pendistribusian buku hasil produksinya melalui
pemanfaatan gudang buku khusus di daerah pedalaman yang
belum ada toko buku, dimungkinkan untuk sementara depot
buku berfungsi sebagai penyalur buku-buku swasta, khususnya
hasil overprint Perum Balai Pustaka.

G. Penutup

Dalam usaha meningkatkan mutu Pendidikan sesuai yang
digariskan dalam GBHN, kita dituntut kerja keras dan kerja secara
terpadu, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pendistribu-
sian buku, peran Kasubag Perbukuan akan sangat menentukan.
Diharapkan di masa datang akan tercapai cita-cita kita di dalam
mencerdaskan bangsa.
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5

Peranan Guru dalam Penulisan Buku
Pelajaran

Dalam era teknologi maju dewasa ini, bangsa-bangsa di dunia
cenderung meningkatkan efisiensi di segala bidang dengan me-
manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
cepat dan pesat. Keadaan ini memberikan dampak kepada dunia
pendidikan khususnya dalam proses dan materi pendidikan itu.
Akan tetapi, perubahan dan penyesuaian yang dilakukan di bidang
pendidikan tidak selalu secepat perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi ataupun tuntutan masyarakat dalam kualitas tenaga
kerja yang dihasilkan. Kesenjangan ini perlu diatasi, antara lain
dengan memperkaya peserta didik dengan sumber-sumber in-
formasi yang mutakhir.

Buku sebagai salah satu sumber informasi, semakin lama
semakin disadari pentingnya peranannya dalam proses pendidikan.
Kalau dalam proses pendidikan formal, buku yang baik mem-
perkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman
peserta didik, maka di luar pendidikan formal, buku merupakan
sumber informasi utama. Dilihat dari aspek kesinambungan, buku
menjembatani pendidikan formal dengan pendidikan non atau
informal. Kebutuhan akan buku ini semakin terasa di daerah-daerah
yang karena berbagai hal belum memiliki sumber informasi lainnya
seperti media elektronik.

Ceramah pada "Pertemuan dengan Guru/Karyawan Penulis di Ling-
kungan Kanwil Depdikbud DKI Jakarta”, tanggal 11 Maret 1989 di Jakarta
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A. Penulis Buku sebagai Profesi

Oleh karena buku dalam satu segi dapat memberikan dampak
positif apabila isinya baik-dan dampak negatif-apabila isinya tidak
baik dan menyesatkan, maka pengadaan buku ini harus ditangani
secara profesional sejak awal. Salah satu komponen dalam pe-
ngadaan buku ialah penulis atau pengarang. Di negara yang pe-
kerjaan penulisan belum merupakan suatu profesi yang menarik
dan mendapat penghargaan yang wajar, maka pada umumnya
penulisan buku di negara seperti itu tidak akan semaju negara yang
sudah menganggap pekerjaan penulisan sebagai suatu profesi
tersendiri.

Di Indonesia kelihatannya pekerjaan penulisan buku belum
sepenuhnya merupakan profesi tersendiri dan belum begitu dimi-
nati. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa dalam klasifikasi
lapangan pekerjaan utama dalam buku Statistik Indonesia, belum
dicantumkan pekerjaan penulisan buku sebagai suatu lapangan
kerja. Sementara itu, buku baru yang diterbitkan setiap tahun ha-
nya mencapai t 3.000 judul, dibandingkan dengan negara Jepang
yang menghasilkan tidak kurang dari 40.000 judul buku baru setiap
tahun. Belum membudayanya kebiasaan menulis juga terlihat
antara lain dari hasil Sayembara Penulisan Naskah Buku Teks
Pelengkap Depdikbud tahun 1987/1988. Dari 297 naskah peme-
nang nasional yang ditargetkan dari semua Kanwil Depdikbud
dan 66 naskah pemenang untuk tingkat pusat, baru tercapai 58
naskah atau 19,5% dan 16 naskah atau 24,5%. Sungguhpun demi-
kian kita cukup bergembira bahwa dari Kanwil Depdikbud DKI
terdapat 2 (dua) orang pemenang tingkat nasional untuk penulisan
naskah buku IPS kelas IV SD dan naskah IPS kelas 1T SMP.

B. Peningkatan Penulisan Buku Sekolah di Masa Depan

Dalam rangka meningkatkan penulisan buku sekolah di Indo-
nesia, usaha Depdikbud yang ditempuh dalam tahun 1987/1988
melalui Penyelenggaraan Sayembara Penulisan Naskah akan di-
teruskan dalam tahun anggaran 1989/1990 yang akan datang.
Peserta sayembara ini diharapkan dari kalangan guru atau penga-
was ataupun pensiunan guru atau pengawas.

24



Kebijaksanaan ini didasari pertimbangan bahwa gurulah yang
dianggap lebih tahu banyak tentang situasi kelas dan proses belajar
mengajar sehingga mereka pun mampu menghasilkan naskah buku
yang benar-benar dapat memenuhi harapan semua pihak. Tidak
jarang terjadi, buku yang ditulis oleh orang yang belum mempu-
nyai pengalaman mengajar di sekolah, dianggap kurang meme-
nuhi kebutuhan di sekolah karena isinya terlalu sulit dimengerti,
metode yang dipakai kurang sesuai, bahasanya berbelit-belit dan
sebagainya, sungguhpun penulis itu mempunyai keahlian dalam
disiplin ilmu yang ditulisnya. Menyadari pentingnya peranan buku
dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan kurikuler
dan tujuan pendidikan nasional, pemerintah selama ini menangani
secara khusus buku-buku teks utama untuk bidang studi/mata
pelajaran tertentu, sedangkan untuk buku teks pelengkapnya serta
buku teks utama bidang studi/mata pelajaran yang belum ditangani
pemerintah, sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Peranan bu-
ku-buku terbitan swasta terlihat dalam program pengadaan buku
perpustakaan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam
tahun 1989/1990 yang akan datang diharapkan sudah dapat dipilih
buku teks utama untuk bidang studi/mata pelajaran Kesenian dari
buku-buku terbitan swasta yang telah disahkan pemakaiannya -
untuk sekolah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Me-
nengah.

Buku-buku teks utama yang disediakan oleh pemerintah pada
hakekatnya berisikan hal-hal pokok yang dituntut oleh GBPP
kurikulum yang berlaku. Dalam penyajiannya, diharapkan guru
mengembangkan kreatifitasnya sehingga bahan ajaran yang disa-
jikan di dalam kelas dapat mencapai tujuan instruksional.

Kehadiran buku teks utama ini tidak dimaksudkan untuk
mengurangi inisiatif dan kreatifitas guru. Masalah yang dihadapi
akibat belum tersedianya buku teks utama pada saat diberlakukan-
nya penyempurnaan kurikulum, hendaknya dapat diatasi oleh
guru dengan menggunakan secara bijaksana buku teks utama
yang sudah tersedia.
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Di banyak sekolah dijumpai guru mengembangkan bahan
ajaran dengan membuat catatan yang merupakan olahan dari
berbagai sumber. Kreatifitas ini menunjukkan potensi awal yang
dapat dikembangkan ke arah penulisan naskah buku untuk diter-
bitkan dan disebarluaskan.

C. Petunjuk Umum Penulisan Buku Teks

1. Kerangka Naskah

a. Kerangka naskah buku teks utama disusun berdasarkan Garis-
Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Kurikulum yang ber-
laku, dengan tidak menutup kemungkinan memperkaya pokok
bahasan yang ada sesuai dengan perkembangan ilmunya.

b. Pokok bahasan dalam GBPP tidak selalu menjadi judul bab
dalam kerangka naskah.

c. Jika pokok bahasan dalam GBPP dicantumkan sebagai bab,
pokok bahasan itu dapat disempurnakan urutannya sesuai de-
ngan disiplin ilmunya ataupun kaitannya dengan disiplin ilmu
lain.

- 2. Isi (Materi)

a. Urutan dan kebenaran materi yang ditulis secara keseluruhan
hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, ditinjau dari segi
disiplin ilmunya.

b. Pokok-pokok materi dalam GBPP harus termuat dalam naskah
buku.

c. Kedalaman dan keluasan materi minimum harus sesuai dengan
kedalaman dan keluasan materi yang dituntut dalam pokok
bahasan GBPP kurikulum yang berlaku.

d. Pengayaan materi harus terkait dengan bahan pengajaran dalam
GBPP.

e. Materi yang ditulis tidak boleh membahayakan keamanan
negara, ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak
bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.
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Cara Penyajian

Penyajian materi hendaknya bersifat logis dan dapat mendo-
rong siswa untuk berpikir dan berbuat aktif, produktif, dan
inovatif.

. Apabila materi yang disajikan bersifat informatif, uraiannya
perlu jelas dan benar sesuai dengan materi.

Cara penyajian materi hendaknya sesuai dengan strategi belajar
mengajar dan sistem penilaian yang berlaku.

. Bahan dan Tata Krama

Materi yang ditulis hendaknya mempergunakan bahasa Indo-
nesia yang tepat, baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia, dan berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan.

Bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami, lugas,
dan tidak menimbulkan salah tafsir.

Pencantuman kutipan dari karya pihak lain harus disertai
pencantuman sumbernya.

. llustrasi

Pencantuman ilustrasi dalam bab atau subbab hendaknya dapat
mendukung uraian dan memperjelas pembahasan materi yang
ditulis.

Pencantuman ilustrasi hendaknya cukup informatif untuk lebih
memperjelas tingkat pemahaman dan disesuaikan dengan ting-
kat usia.

Tlustrasi dapat berupa gambar, foto, data, diagram, kurva, dan
sejenisnya, untuk memperjelas pembahasan materi.

. Sumber Baban

Untuk memperkaya materi penulisan, hendaknya mengguna-
kan sumber bahan yang sesuai dengan judul naskah yang di-
tulis.

Sumber pokok yang dipakai sebagai bahan acuan penulisan,
antara lain, adalah struktur program dan GBPP kurikulum
yang berlaku, buku kepustakaan, dan buku pelajaran yang
sesuai.
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Sumber bahan tambahan untuk memperkaya materi, antara
lain, adalah majalah-majalah ilmu pengetahuan, data informasi
dari dunia usaha, serta karya tulis yang sesuai dengan judul
naskah.

. Sumber bahan penulisan sedapat mungkin disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terakhir.

. Kewafiban dan Hak Penulis

Penulis berkewajiban menyelesaikan tugasnya dengan waktu
yang telah ditentukan.

. Penulis berkewajiban melakukan perbaikan terhadap naskah
yang ditulisnya berdasarkan masukan hasil penilaian.

Penulis, sebagai pemilik hak cipta, berkewajiban menyerah-
kan hak penerbitannya kepada Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan atau dengan kata lain, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan bertindak sebagai pemegang hak cipta.

Penulis berhak dan berkewajiban menandatangani perjanjian
penerbitan naskah hasil penulisannya dengan Pusat Perbu-
kuan.

Penulis berhak menerima honorarium penulisan untuk tiap-
tiap naskah yang ditulisnya dengan jumlah nilai yang ditetap-
kan berdasarkan anggaran yang tersedia.

. Sanksi

Penulis yang terlambat mengirimkan hasil penulisannya, se-
hingga tidak memenuhi perjanjian, diberi peringatan tertulis
maupun lisan.

. Penulis yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dicabut hak dan
kewajibannya sebagai penulis, serta hak dan kewajiban itu di-
pindahkan kepada penulis lain yang ditunjuk oleh Pusat
Perbukuan.






